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LAPORAN SINGKAT 
 

RAPAT  KOMISI IX DPR RI 
(Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan          

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas  
Obat dan Makanan (BPOM), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) 

 

 
Tahun Sidang : 2020-2021 

Masa Persidangan : I 

Rapat ke : 15 (lima belas) 

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan secara tatap muka 
dan virtual   

Dengan  : Para Pejabat Eselon I Badan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI)  
 

Sifat Rapat : Tertutup  

Hari/tanggal : Selasa, 8 September 2020 

Pukul : 10.00 WIB – selesai 

Acara         : Pendalaman Pembahasan RKA K/L Tahun 2021  
 

Ketua Rapat : H. Ansory Siregar, Lc. / Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  

Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto/ Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX 
DPR RI 

Tempat                                   : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Lt.1 
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 

Peserta Rapat 
Hadir dan Virtual  

 

 

 

 

 

: A. 39 orang dari  51 orang Anggota Komisi IX DPR RI;  
B. Sekretaris Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI)  : Drs. Tatang Budie Utama Razak, 
MBA.; 

C. Plt. Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan 
Amerika dan Pasifik Badan Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia (BP2MI) : Drs. Dwi Anto, M.Si.; 

D. Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan Asia 
dan Afrika Badan Pelindungan Pekerja Migran 
Indonesia (BP2MI) : Drs. Teguh Hendro Cahyono; 

E. Plt. Deputi Penempatan dan Pelindungan Kawasan 
Eropa dan Timur Tengah Badan Pelindungan Pekerja 
Migran Indonesia (BP2MI): Ir. Wisantoro. 
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I.   PENDAHULUAN 
 

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Para Pejabat Eselon I 
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dibuka pukul           
10.10 WIB., dilaksanakan secara tatap muka dan virtual dan pesertanya telah 
kuorum, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan 
dinyatakan tertutup untuk umum.  

 


